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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh koordinasi dan komunikasi
Camat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan
kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan kuesioner. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten
Sumedang, anggota sampel dipilih berdasarkan kapasitasnya memiliki kemampuan dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat. Jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang. Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian,
Koordinasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (2)
Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Komunikasi Camat merupakan hal
penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (3) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat
dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan besarnya pengaruh 52,4% dan
47,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti. Dengan demikian variabel
Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama merupakan faktor penting yang dapat
mempengaruhi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of sub-district head coordination and
communication on community empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency. The research
method used in this study is descriptive analysis, with a quantitative approach. Data collection techniques
used literature studies and questionnaires. The population in this study was all government officials and
the community in Rancakalong District, Sumedang Regency. Sample members were selected based on their
capacity and ability to empower communities. The total sample size in this study was 84 people. The
sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis techniques used were simple
and multiple linear regression analysis.

The results of the study indicate: (1) There is a positive and significant influence of sub-district head
coordination on community empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency. Thus, sub-district
head coordination is a crucial factor that can influence community empowerment; (2) There is a positive
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and significant influence of sub-district head communication on community empowerment in Rancakalong

District, Sumedang Regency. Thus, sub-district head communication is a crucial factor that can influence

community empowerment, (3) There is a positive and significant influence of Sub-district Head

Coordination and Sub-district Head Communication together on Community Empowerment in

Rancakalong District, Sumedang Regency, with a large influence of 52.4% and 47.6% influenced by other

variables or factors that were not included in the research. Thus, the variables Sub-district Head

Coordination and Sub-district Head Communication together are important factors that can influence

Community Empowerment.

Keywords : Coordination, Communications, Community Empowerement.

1. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan merupakan masalah
yang kompleks. Kompleksitas pembangunan dari
aspek manajemen berarti perlu dilakukan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi. Dari aspek bidang yang harus dibangun
juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas.
Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan
keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang
sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih
diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika
kini pemerintahan yang demokratis akan
dikembangkan, maka ada perubahan posisi
masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai
obyek pembangunan menjadi subyek
pembangunan.

Memposisikan masyarakat sebagai subyek
dalam pembangunan agar bersifat efektif, perlu
dicarikan berbagai alternatif strategi
pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang
tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan
sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar
menawar masyarakat lapisan bawah terhadap
kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan

sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2020).

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat
dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama,
pemberdayaan  dimaknai  dalam  konteks
menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi
masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat
(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian

dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan
dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan
yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.
Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari
tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik
(kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi
dan seterusnya) kepada masyarakat tentu
merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.
Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan
berarti terbukanya ruang dan kapasitas untuk
mengembangkan  potensi-kreasi, mengontrol
lingkungan dan  sumberdayanya  sendiri,
menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut
menentukan proses politik di ranah negara.
Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko,
2020).

Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,
dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
adalah suatu strategi yang digunakan dalam
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam
kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (Pasal 1: 8).

Kecamatan Rancakalong Kabupaten
Sumedang, merupakan kecamatan yang tidak
terlepas dari permasalahan-permasalahan
kemasyarakatan. Kemiskinan merupakan masalah
yang sudah terlalu kompleks dan saat ini masih
menjadi  program  prioritas  pembangunan.
Fenomena ini terjadi salah satunya karena
masyarakat terlalu berpangku tangan untuk bisa
mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif

dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif

Halaman - 665



JTKKP

JURNAL TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Vol. 1 No. 4 Bulan November Tahun 2025
P-ISSN - | E-ISSN -

masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas
kehidupannya ini masih sangat kurang.
Kemudian, ditemukannya pola pikir masyarakat
yang masih berharap dan bergantung terhadap
bantuan pemerintah tanpa adanya keinginan untuk
maju, berkembang dan mandiri baik secara fisik
maupun ekonomi.

Pada kondisi ini pemerintah perlu melakukan
suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu
masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.
Namun yang perlu menjadi perhatian adalah
bahwa dalam mensejahterakan masyarakat,
pemerintah perlu melakukan metode
pemberdayaan terhadap masyarakat.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam
pemberdayaan  masyarakat di  Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang, antara lain
adalah:

bersifat
pemberdayaan = masyarakat masih  belum
signifikan dapat meningkatkan kemampuan dan
keterampilan serta merubah pola pikir masyarakat
untuk lebih mandiri dan berdaya secara individu
atau kelompok;

Kegiatan-kegiatan yang

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan
oleh  Pemerintah  Desa  tidak  berbasis
masalah/belum menyentuh upaya penyelesaian
prioritas masalah-masalah yang terjadi dan
dihadapi oleh masyarakat (kemiskinan, stunting,
pengangguran, dan lain-lain).

Oleh karenanya, masalah pemberdayaan
masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar
nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi
diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para
agen perubahan. Dalam hal ini pemerintah tidak
bisa bekerja sendiri, perlu adanya peran-peran
pihak lain agar bisa mencapai target yang
diharapkan. Program pemerintah akan bisa
terealisasikan dengan Dbaik apabila dalam
prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama
atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi
dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Dengan demikian fungsi koordinasi dan
komunikasi seorang Camat sebagai bagian dari
pimpinan pemerintahan di wilayah dalam rangka

mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai
persoalan di masyarakat, menjadi bagian yang
sangat penting dalam meningkatkan
pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan

optimal.

Koordinasi merupakan fungsi manajemen
yang berkenan dengan upaya mengarahkan,
menyeimbangkan, menyatupadukan,
menyelaraskan, mengsinkronisasikan,
menghubungkan kegiatan dari orang-orang,
kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam
satu organisasi atau antar organisasi-organisasi
sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi
teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara
efisien dan efektif (Sugandha, 2020). Di bidang
pemerintahan, koordinasi merupakan fungsi
manajemen pemerintahan yang berkenaan dengan
usaha mencapai keserasian, keseimbangan
sinkronisasi, dan intergrasi keseluruhan kegiatan
pemerintah, guna mewujudkan pemerintahan
yang efektif dan efisien. Fungsi koordinasi ini
merupakan salah satu tugas pokok dari setiap
pemimpin pemerintahan pada semua jenjang
pemerintahan (Handayaningrat, 2020). Bertitik
tolak dari konsep tersebut maka koordinasi
kegiatan instansi-instansi pemerintah yang ada di
kecamatan atau yang melaksanakan
program/kegiatan di kecamatan, antara lain
program/kegiatan  pemberdayaan masyarakat
dikoordinasikan oleh Camat sebagai pemimpin
kecamatan (UU.No.23 Tahun 2014 dan PP.No.17
Tahun 2018).

Oleh karena koordinasi merupakan upaya
atau usaha untuk mengarahkan, menyeimbangkan,
menyatupadukan, menyelaraskan,
mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan
dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-
satuan kerja dalam satu organisasi atau antar
organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang
dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan
mencapai tujuan secara efisien dan efektif, maka
dengan demikinan secara teoritis koordinasi
Camat dapat berpengaruh terhadap program
pemberdayaan masyarakat di kecamatan, dengan
kata lain tingkat keberhasilan  program
pemberdayaan masyarakat dalam mencapai
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tujuannya akan turut dipengaruhi atau ditentukan
oleh koordinasi Camat pada program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan Pusida, Lengkong
dan Laloma (2020), Lantemona, Mantiri, dan
Kasenda (2021), dan Subagio, B. (2022)
menyatakan, bahwa koordinasi berpengaruh
terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Komunikasi Camat merupakan faktor lain
yang dapat memberikan pengaruh terhadap
pemberdayaan masyarakat. Namun permasalahan
yang terjadi, bahwa komunikasi yang dilakukan
oleh Camat masih kurang optimal, karena
seringkali Camat disibukan oleh tugas-tugas rutin
baik di kantor maupun di tingkat Kabupaten.
Kesibukan ini tentunya berpengaruh terhadap
usaha pendekatan yang dilakukan oleh Camat
kepada masyarakatnya. Komunikasi yang
dilakukan oleh Camat sangat terbatas dan
seringkali Camat mewakilkan tugas-tugas itu
kepada bawahannya, baik Sekretaris Kecamatan
maupun Kasi Trantib yang berada di kecamatan,
sehingga komunikasi yang dilakukan tidak efektif
dan tidak mengenai sasaran. Masyarakat lebih
menginginkan apa yang disampaikannya diterima
langsung oleh Camat bukan melalui wakilnya.

Padahal berdasarkan hasil penelitian
terdahulu, yang dilakukan oleh Akbar, M.F.
(2020), Aryani dan  Setyowati (2024),
menyatakan, = bahwa  Komunikasi = Camat
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pemberdayaan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah salah satu cara
berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam
melakukan penelitian. Cara berpikir biasanya
harus ditentukan sejak melakukan penelitian.
Pendekatan penelitian adalah suatu rencana dan
desain dari sebuah penelitian yang diawali dengan
tahap menentukan hipotesis sampai diakhiri
dengan kesimpulan (Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022:16) metode
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Rancakalong Kabupaten
Sumedang

Menurut  letak  geografis, wilayah
administratif Kecamatan Rancakalong berbatasan

langsung dengan wilayah administratif.

Tabel Batas Wilayah Administratif

: Kecamatan Tanjungkerta dan
Utara :
Tanjungmedar
Selatan | : Kecamatan Pamulihan dan Tanjungsari
Barat : Kabupaten Subang dan Kab. Bandung
. : Kecamatan Sumedang Utara &
Timur
Sumedang Selatan

Batas administratif Kecamatan Rancakalong
tersebut terletak pada posisi Lintang Selatan dan
Bujur Timur. Secara visualisasi wilayah
administratif dapat dilihat dalam peta wilayah

Kecamatan Rancakalong sebagai berikut :

Gambar. Peta Administratif Kecamatan Rancakalong

Pengujian Hipotesis untuk Pemberdayaan
Masyarakat

Hipotesis pertama yang diajukan adalah
“Terdapat pengaruh Koordinasi Camat terhadap
Pemberdayaan =~ Masyarakat di  Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis
tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis
statistik sebagai berikut :

Ho: Bl = 0; Tidak terdapat pengaruh
Koordinasi Camat terhadap Pemberdayaan
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Masyarakat di  Kecamatan
Kabupaten Sumedang.

Rancakalong

H1: B1 # 0; Terdapat pengaruh Koordinasi
Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Kemudian, dari hasil pengujian hipotesis
tersebut pada Lampiran 3.4 diperoleh nilai t hitung
pada Tabel Coefficient sebesar 3,128 sedangkan
nilai  t-tabel  diperoleh 1,990,  dengan
membandingkan antara nilai t hitung dengan t
tabel sehingga t-hitung > t-tabel (3,128 > 1,990)
atau nilai Sig < taraf signifikan a (0,002 < 0,05).
Dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima,
sehingga dapat disimpulkan bahwa “Terdapat
pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan
signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah
”Terdapat pengaruh Komunikasi Camat terhadap
Pemberdayaan  Masyarakat di  Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis
tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis
statistik sebagai berikut :

Ho: P2 = 0; Tidak terdapat pengaruh
Komunikasi Camat terhadap Pemberdayaan
Masyarakat di  Kecamatan = Rancakalong
Kabupaten Sumedang.

H1: B2 # 0; Terdapat pengaruh Komunikasi
Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Kemudian, dari hasil pengujian hipotesis
pada Lampiran 3.4 diperoleh nilai t hitung pada
Tabel Coefficient sebesar 4,240, sedangkan nilai
t-tabel diperoleh 1,990, dengan membandingkan
antara t hitung dengan t tabel sehingga t-hitung >
t-tabel (4,240 > 1,990) atau nilai Sig < taraf
signifikan (0,000 < 0,05). Dengan demikian Ho
ditolak dan HI diterima, sehingga dapat
disimpulkan ~ bahwa  “Terdapat  pengaruh
Komunikasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap ~ Pemberdayaan =~ Masyarakat  di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah
”Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan

Komunikasi Camat secara bersama-sama terhadap
Pemberdayaan  Masyarakat di  Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis
tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis
statistik sebagai berikut :

Ho: PB1,2 = 0; Tidak terdapat pengaruh
Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara
bersama-sama
Masyarakat  di
Kabupaten Sumedang.

terhadap
Kecamatan

Pemberdayaan
Rancakalong

H1 : B1,2 #
Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara

0; Terdapat pengaruh

bersama-sama terhadap Pemberdayaan
Masyarakat di  Kecamatan

Kabupaten Sumedang.

Rancakalong

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada
Lampiran 3.4 diketahui bahwa nilai F hitung pada
Tabel ANOVA adalah 46,621, sedangkan nilai F-
tabel adalah  3,11. Kemudian dengan
membandingkan antara F hitung dengan F tabel,
sehingga diperoleh bahwa F-hitung > F-tabel
(46,621 > 3,11) dan nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05),
Dengan demikian Ho ditolak dan HI diterima,
sehingga dapat disimpulkan bahwa: “Terdapat
pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi
Camat secara bersama-sama yang positif dan
signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Pengaruh Terhadap Pemberdayaan
Masyarakat

Hasil  pengujian  hipotesis  pertama
menunjukkan, bahwa: Terdapat pengaruh

Koordinasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap  Pemberdayaan =~ Masyarakat  di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Temuan penelitian tersebut dapat
ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear
sederhana antara Koordinasi Camat (X1) terhadap
Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada
Lampiran 3.4, dimana diperoleh bahwa nilai
koefisien regresi b adalah positif 0,422 dan nilai a
(constant) adalah 5,783. Dengan demikian pola
hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan

oleh persamaan regresi Y = 5,783 + 0,422 XI.
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Berdasarkan teori menunjukkan model persamaan
ini  memberikan informasi, bahwa setiap
perubahan satu unit skor Koordinasi Camat (X1)
akan dapat menjelaskan terjadinya perubahan skor
Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 0,422 pada

konstanta 5,783.

Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis
menunjukkan t-hitung > t-tabel (3,128 > 1,990)
atau nilai Sig < taraf signifikan a (0,002 < 0,05).
Jadi dari hasil analisis tersebut dilihat dari
koefisen regresi linear sederhana dan hasil uji t
menunjukkan  bahwa: “Terdapat pengaruh
Koordinasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap  Pemberdayaan =~ Masyarakat  di

Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hasil temuan penelitian tersebut di atas,
sejalan dengan beberapa hasil penelitian empiris,
diantaranya penelitian yang dilakukan oleh
Pusida, Lengkong dan Laloma (2020),
Lantemona, Mantiri, dan Kasenda (2021), dan
Subagio, B. (2022) menyatakan bahwa koordinasi
berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis kedua
menunjukkan, bahwa: “Terdapat pengaruh
Komunikasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap  Pemberdayaan =~ Masyarakat  di

Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Temuan penelitian tersebut dapat
ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear
sederhana antara Komunikasi Camat (X2)
terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat
dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diketahui
bahwa nilai koefisien regresi b yang diperoleh
adalah 0,611 dan nilai a (constant) adalah 5,783.
Dengan demikian pola hubungan antara kedua
variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi Y
= 5783 + 0,611 X2. Berdasarkan teori
menunjukkan model persamaan ini memberikan
informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor
Komunikasi Camat (X2) akan dapat menjelaskan
terjadinya  perubahan skor Pemberdayaan
Masyarakat (Y) sebesar 0,611 pada konstanta
5,783. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis
menunjukkan t-hitung > t-tabel (4,240 > 1,990)
atau nilai Sig < taraf signifikan (0,000 < 0,05).

Jadi dari hasil analisis tersebut dilihat dari
koefisen regresi linear sederhana dan hasil uji t
pengaruh
Komunikasi Camat yang positif dan signifikan
terhadap ~ Pemberdayaan =~ Masyarakat  di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

menunjukkan  bahwa: “Terdapat

Hasil temuan penelitian tersebut di atas,
sejalan dengan beberapa hasil penelitian
terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan
oleh Akbar, M.F. (2020), Aryani dan Setyowati
(2024), yang menyatakan bahwa Komunikasi
Camat berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan demikian, Komunikasi Camat
merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi
Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu,
Komunikasi Camat yang ditunjukkan oleh Camat
akan memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Hasil pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan, bahwa: “Terdapat pengaruh
Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara
bersama-sama yang positif dan signifikan
terhadap ~ Pemberdayaan =~ Masyarakat  di
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hasil temuan di atas dapat dikemukakan,
bahwa hasil analisis regresi linear berganda dari
pengaruh  Koordinasi Camat (X1) dan
Komunikasi Camat (X2) secara bersama-sama
terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat
dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diperoleh
bahwa nilai koefisien regresi bl = 0,422 dan b2 =
0,611 dengan nilai a (constant) = 5,783. Dengan
demikian pola hubungan pasangan variabel ini
dinyatakan oleh persamaan regresi Y = 5,783 +
0,422 X1 + 0,611 X2. Berdasarkan teori
menunjukkan model persamaan ini memberikan
informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor
Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat akan
dapat mengakibatkan terjadinya perubahan skor
Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,422 dan
0,611 pada konstanta 5,783. Berdasarkan hasil
analisis data menunjukkan bahwa besarnya
koefisien regresi adalah positif dan signifikan.
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Kemudian berdasarkan hasil uji  hipotesis
menunjukkan F-hitung > F-tabel (46,621 > 3,11)
dan nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan
demikian variabel Koordinasi Camat dan

Komunikasi Camat secara  bersama-sama
merupakan  faktor penting yang  dapat
mempengaruhi terhadap Pemberdayaan
Masyarakat.

Sedangkan  besarnya  pengaruh  atau

kontribusi variabel Koordinasi Camat (X1) dan
Komunikasi Camat (X2) secara bersama-sama
terhadap  Pemberdayaan = Masyarakat (YY)
ditunjukkan oleh nilai Adjusted R square
(Adjusted R2) pada tabel Model Summary, nilai
tersebut adalah sebesar 0,524 yang dapat dilihat
pada Lampiran 3.4. Secara statistik ini
memberikan pengertian bahwa 52,4%
Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi oleh
pasangan Koordinasi Camat dan Komunikasi
Camat, dan 47,6% dipengaruhi oleh variabel atau
faktor lain yang tidak turut untuk diteliti.

Keterkaitan hasil temuan penelitian tersebut

di atas dengan permasalahan yang telah

dikemukakan pada latar belakang penelitian,

dimana permasalahan utama yang dihadapi dalam
pemberdayaan  masyarakat di  Kecamatan

Rancakalong Kabupaten Sumedang, antara lain

adalah :

1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat
pemberdayaan masyarakat masih belum
signifikan dapat meningkatkan kemampuan
dan keterampilan serta merubah pola pikir
masyarakat untuk lebih mandiri dan berdaya
secara individu atau kelompok;

2. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa tidak berbasis
masalah/belum menyentuh upaya

penyelesaian prioritas masalah-masalah yang

terjadi dan dihadapi oleh masyarakat

(kemiskinan, stunting, pengangguran, dan

lain-lain).

Oleh karenanya, masalah pemberdayaan
masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk
dicarikan solusinya, agar nantinya masyarakat
bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau
dituntun oleh pemerintah atau para agen

perubahan. Dalam hal ini, solusi yang dapat
dilakukan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam
hal ini Camat secara langsung harus melakukan
koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak
dengan melibatkan masyarakat setempat untuk
dapat berpartisipasi agar bisa mencapai target
yang diharapkan. Program pemerintah akan bisa
terealisasikan dengan baik apabila dalam
prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama
atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi
dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
Dari  solusi tersebut, berbagai program
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat
tercapai dengan baik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN
Berikut ini ada tiga kesimpulan yang dapat
dikemukakan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang
positif dan signifikan terhadap
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan
demikian, Koordinasi Camat merupakan hal
penting  yang  dapat  mempengaruhi
Pemberdayaan Masyarakat.

2. Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang
positif dan signifikan terhadap
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan
demikian, Komunikasi Camat merupakan hal
penting  yang  dapat
Pemberdayaan Masyarakat.

mempengaruhi

3. Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan
Komunikasi Camat secara bersama-sama
yang positif dan signifikan terhadap
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan
besarnya pengaruh 52,4% dan 47,6%
dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain
yang tidak turut untuk diteliti. Dengan
demikian variabel Koordinasi Camat dan
Komunikasi Camat secara bersama-sama
merupakan faktor penting yang dapat
mempengaruhi
Masyarakat.

terhadap Pemberdayaan
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SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah
dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa
saran dalam rangka untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang. Adapun
saran-saran yang dapat dikemukakan adalah

sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Camat Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar
dapat senantiasa meningkatkan
koordinasinya dengan pihak-pihak terkait,
khususnya dalam hal mengkomunikasikan
perencanaan

program pemberdayaan

masyarakat. Perihal ini diperoleh
berdasarkan penilaian responden, bahwa
indikator tersebut memiliki nilai terendah
dibandingkan dengan indikator-indikator
lainnya dalam koordinasi Camat.

2. Disarankan kepada Camat Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar
dapat meningkatkan komunikasinya,
khususnya kemampuan dalam memahami
maksud pesan yang disampaikan. Karena,
berdasarkan penilaian responden, bahwa
indikator tersebut memiliki nilai terendah
dibandingkan dengan indikator-indikator
lainnya dalam komunikasi Camat.

3. Disarankan kepada Camat Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar
dapat meningkatkan dalam program kegiatan
pemberdayaan  masyarakat,  khususnya

kemampuan dalam membebaskan
masyarakat dari sekat-sekat kultural yang
menghambat (enabling), dan kemampuan
dalam  menyokong atau mendukung
masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam
keadaan yang semakin lemah dan
terpinggirkan (supporting). Karena,
berdasarkan penilaian responden, bahwa
kedua indikator tersebut memiliki nilai
terendah dibandingkan dengan indikator-
indikator lainnya dalam pemberdayaan
masyarakat.
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